
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 104 TAHUN 2011

TENTANG

PENGUASAAN PERENCANAAN DAN PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM,

RENCANA TRACE WADUK BINTARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA J.A,KARTA,

Menimbang

MEJngingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2010 telah
ditetapkan Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Rencana Trace
Waduk Bintaro;

b. bahwa dalarn pelaksanaan pengadaan tanah berdasarknn Peraturan
Gubernur sebagaimana dit11aksud dalam huruf a belum selesai sehinggn
diperlukan perpanjangan Peraturan Gubernur dimaksud;

c. bahwa berdasukan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tar,nh bagi
Pelaksanaan Pernbangunan untuk Kepentingan Umum, R;:ncana
Trace Waduk Bi,j'arv;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratu,..::n Dasar
Pokok-pokok Agraria;

2. LJndang-Undang Nomor 51 Prp Tahun '1960 tentang Larangan
Pernakaiar. Tanah Tanpa bn yan:; Berhak atau Kuasanya;

3. Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah
scbagaimann tstilll bebu2;Ja kali diuf:Jilh terakhir dengan Undang­
UmJang N:.mor 12 T"il'~n :2~08;

~,. lIndan']-Undang i~C'IT1'Jr 7 Tahun 2007 tentang SU:11b·']r Day:) I,ir;

5. Und2ng-Ur;(f~n9 ~J:'rnGr 2(, T"hun 2007 teni:;ng Penataan Huang;



6. Undang-Undang Nomor 29 T"hun 2007 tont"ng PGm..rint"han Provinsi
Daerah Khusus !bukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesaluan
Republik Indonesia;

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembenlukan Peraturan
Perundang-undangan;

8. Peraturan Presiden Nomar 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah
bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Namar 65 Tahun 2006;

9. Peraluran Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36
Tahun 2005 lentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan
untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi
Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menelapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUASAAN PERENCANAAN DAN
PERUNTUKAN BIDANG TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
UNTUK KEPENTINGAN UMUM, RENCANA TRACE WADUK BINTARO.

Pasal1

Penguasaan Perencanaan dan Peruntukan Bidang Tanah bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Rencana Trace Waduk Bintaro
Ko a Administrasi Jakarta Selatan seluas ::': 25.382,49 m2 (kurang lebih dua
pUluh lima ribu liga ratus delapan puluh dua koma empat puluh sembilan
meter persegi) yang terlelak di Kelurahan Bintaro RT 07/05, Kecamalan
Pesanggrahan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana dijelaskan
dengan landa garis warna biru lebal pada pela siluasi skala 1 : 1.000 dengan
Nomor Pemeriksaan 730/S/PPSKlDTRlIXl2011 yang aslinya disimpan di
Biro Umum Selda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal2

Penguasaan Perencanaan dan Perunlukan Bidang Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 menjadi dascr bagi Kepala Dinas Peke~aan Umum
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk membebaskan/mengosongkan
dan mengamankan tanah/lokasi yang digunakan, baik langsung maupun
tidak langsung dari bangunan, hunian serta benda-benda yang berada di
atasnya dan mensosialisasikan Peraturan Gubemur ini sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal3

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk jangka waktu 1 (S?tu) tahun.



Pasal4

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar
mengoordinasikan pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur in; dengan
Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPDI
UKPD) dan instansi terkait lainnya.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur
Nomor 194 Tahun 2010 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan
Bidang Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan
Umum Rencana Trace Waduk Bintaro, dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 November 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IB OTA JAKARTA,

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal11 November 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN
,'lIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 20, '. NOMOR 106


